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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerbitan Sp2Dk mempengaruhi 

kepatuhan dan kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Cicadas, Bandung, serta 

peran moderasi pemeriksaan pajak dalam hubungan tersebut. Metode survei digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sampel mahasiswa menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data 

menggunakan alat statistik PLS SEM 3.0  untuk menilai hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Sp2Dk memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak, dimana pengaruh ini diperkuat 

oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertindak sebagai moderator yang memperkuat 

efek positif penerbitan Sp2Dk terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan. Implikasi 

penelitian ini menekankan pentingnya penerbitan Sp2Dk dan pemeriksaan pajak sebagai alat 

pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) 

berpengaru signifikan terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value 

sebesar 0.000, Pemeriksaan KPP terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan tidak 

berpengaru signifikan engan nilai p value sebesar 0.697. Namum Pemeriksaan KPP Penerbitan 

Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) berpengaru signifikan terhadap 

Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value sebesar 0.037, dan secara simultan 

Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk) dan Pemeriksaan 

berpengaru signifikan terhadap Kepatuhan Dan Kewajiban Perpajakan dengan nilai p value 

sebesar 0.002. 

Kata Kunci: Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Dan Keterangan (Sp2Dk), Kepatuhan 

Dan Kewajiban Perpajakan, Moderasi Pemeriksaan. 

  

ABSTRACT 

This study aims to analyze how the issuance of Sp2Dk affects taxpayers' tax compliance and 

obligations at KPP Pratama Cicadas, Bandung, as well as the role of tax audit moderation in 

this relationship. The survey method was used to collect data from a sample of students using 

a structured questionnaire. Data analysis uses the statistical tool PLS SEM 3.0 to assess the 

relationship between independent variables and dependent variables. The results of the study 

show that the issuance of Sp2Dk has a significant influence on taxpayers' tax compliance, 

where this influence is strengthened by tax audits. The tax audit acts as a moderator that 

strengthens the positive effects of Sp2Dk issuance on tax compliance and obligations. The 

implications of this study emphasize the importance of the issuance of Sp2Dk and tax audits as 

a supervisory tool to improve taxpayer compliance in the region. The results of this study show 
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that the issuance of a Request for Explanation and Explanation (Sp2Dk) has a significant effect 

on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.000,  the KPP Audit on Tax Compliance 

and Obligations does not have a significant effect with a p value of 0.697. However,  the KPP 

Audit for the Issuance of Letters of Request for Explanation and Information (Sp2Dk) had a 

significant effect on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.037, and 

simultaneously the Issuance of Letters of Request for Explanation and Information (Sp2Dk) 

and Audit had a significant effect on Tax Compliance and Obligations with a p value of 0.002. 

Keywords: Issuance of Request For Explanation And Information (Sp2Dk), Tax Compliance 

And Obligations, Audit Moderation. 

PENDAHULUAN  

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dan optimalisasi penerimaan 

pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

menerapkan berbagai kebijakan dan 

prosedur, salah satunya adalah penerbitan 

Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan 

(SP2DK). SP2DK merupakan instrumen 

yang digunakan oleh DJP untuk meminta 

klarifikasi atau penjelasan dari wajib pajak 

terkait data atau informasi yang dianggap 

tidak sesuai atau mencurigakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

dampak penerbitan SP2DK terhadap 

kepatuhan dan kewajiban perpajakan, 

dengan fokus pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Cicadas Kota Bandung. Studi 

ini juga mempertimbangkan peran moderasi 

dari pemeriksaan pajak dalam konteks 

tersebut. Pemeriksaan pajak diharapkan 

dapat memperkuat efek SP2DK dengan 

memberikan tekanan tambahan kepada wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

mereka secara tepat dan benar. 

KPP Pratama Cicadas Kota Bandung 

dipilih sebagai objek penelitian karena 

wilayah ini memiliki karakteristik wajib 

pajak yang beragam, sehingga memberikan 

gambaran yang representatif mengenai 

pengaruh kebijakan SP2DK secara umum. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai efektivitas SP2DK dan 

pemeriksaan pajak dalam meningkatkan 

kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya 

dapat membantu DJP dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk 

meningkatkan penerimaan pajak negara.  

Berikut Tabel Sp2DK yang di terbitkan 

oleh KPP Pratama Cicadas Kota Bandung: 
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Sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab atas administrasi dan penerimaan 

pajak di tingkat regional, KPP memiliki 

peran yang sangat penting dalam penerbitan 

dan penegakan SP2DK. KPP bertugas untuk 

memastikan bahwa wajib pajak mematuhi 

kewajiban mereka secara tepat waktu dan 

lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal ini, 

SP2DK menjadi salah satu instrumen yang 

digunakan oleh KPP untuk memastikan 

bahwa informasi yang diberikan oleh wajib 

pajak dapat dipertanggungjawabkan dan 

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Namun demikian, penerbitan SP2DK 

juga harus dilakukan dengan bijaksana dan 

proporsional. KPP perlu memastikan bahwa 

penerbitan SP2DK dilakukan atas dasar 

pertimbangan yang cermat dan berdasarkan 

bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak 

menimbulkan keraguan atau ketidakpastian 

bagi wajib pajak. Selain itu, KPP juga perlu 

memastikan bahwa proses penerbitan 

SP2DK dilakukan dengan transparan dan 

adil, serta memberikan kesempatan bagi 

wajib pajak untuk memberikan penjelasan 

atau klarifikasi atas informasi yang telah 

disampaikan. 

Rumusan Masalah 

1. 1.Bagaimana dampak penerbitan 

SP2DK oleh KPP Cicadas terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak di 

wilayahnya? 

2. 2.Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas penerbitan 

SP2DK dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP 

Cicadas Kota Bandung? 

3. 3.Bagaimana moderasi dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP 

Cicadas memengaruhi persepsi dan 

respons wajib pajak terhadap 

penerbitan SP2DK? 

Tujuan Penelitian 

1. 1.Menganalisis dampak penerbitan 

SP2DK oleh KPP Cicadas terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak di 

wilayahnya. 

2. 2.Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas penerbitan 

SP2DK dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP 

Cicadas Kota Bandung. 

3. 3.Mengevaluasi bagaimana moderasi 

dalam pemeriksaan yang dilakukan 

oleh KPP Cicadas mempengaruhi 

persepsi dan respons wajib pajak 

terhadap penerbitan SP2DK. 

Batasan Masalah 

1. 1.Penelitian ini akan difokuskan pada 

dampak penerbitan SP2DK oleh KPP 
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Cicadas terhadap kepatuhan dan 

kewajiban perpajakan di wilayahnya. 

2. 2.Analisis akan terbatas pada 

perspektif wajib pajak yang menerima 

SP2DK dan KPP Cicadas sebagai 

penerbitnya. 

3. 3.Penelitian ini tidak akan membahas 

secara mendalam aspek hukum terkait 

penerbitan SP2DK, namun akan lebih 

fokus pada dampaknya terhadap 

kepatuhan dan kewajiban perpajakan 

serta moderasi dalam pemeriksaan oleh 

KPP Cicadas Kota Bandung. 

4. 4.KPP Cicadas Kota Bandung 

merupakan salah satu instansi 

perpajakan di Indonesia yang memiliki 

peran penting dalam mengelola dan 

menegakkan sistem perpajakan di 

wilayahnya. Dalam konteks inilah, 

penting untuk memahami dampak 

penerbitan SP2DK terhadap kepatuhan 

dan kewajiban perpajakan dengan 

memperhatikan moderasi dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP 

Cicadas Kota Bandung. 

5. 5.Dalam pendahuluan ini, akan dibahas 

lebih lanjut mengenai rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta 

batasan masalah yang relevan dengan 

topik tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang dampak 

penerbitan SP2DK terhadap kepatuhan 

dan kewajiban perpajakan, khususnya 

di wilayah KPP Cicadas Kota 

Bandung, dengan memperhatikan 

aspek moderasi dalam pemeriksaan 

oleh instansi perpajakan tersebut. 

Grand Teori 

Michael Spence (1973) 

mengemukakan pertama kali mengenai teori 

sinyal (signaling theory) yang menjelaskan 

bahwa pihak pengirim atau pemilik 

informasi memberikan suatu sinyal atau 

isyarat mengenai informasi yang 

memberikan gambaran kondisi suatu 

perusahaan. Signalling theory menghasilkan 

informasi yang kemudian dapat memberikan 

sinyal untuk informasi asimetris.  Di sisi lain, 

ketika hasil keuangan yang dilaporkan 

mengalami penurunan, maka perusahaan 

sedang berada dalam kondisi yang kurang 

baik, sehingga bisa dikatakan sebagai sinyal 

yang buruk (Gustmainar & Mariani, 2018).  

Devinisi Pajak 

Pajak merupakan salah satu bentuk 

pendapatan negara yang diperoleh dari wajib 

pajak, baik itu individu maupun badan usaha. 

Pajak dikenakan atas berbagai jenis 

penghasilan, kekayaan, konsumsi, serta 

transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak 

dalam batas-batas yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Pajak dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis berdasarkan objek dan cara 

pengenaannya, antara lain: 

- Pajak Penghasilan (PPh) : Dikenakan atas 

penghasilan individu atau badan. 

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

Dikenakan atas barang dan jasa yang 

diperjualbelikan. 

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 

Dikenakan atas kepemilikan properti 

tertentu. 

- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 

: Dikenakan atas barang-barang mewah 

tertentu. 

- Pajak Daerah : Dikenakan oleh 

pemerintah daerah untuk membiayai 

kegiatan pemerintahannya. 

Penerbitan Sp2DK 

SP2DK, atau Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, 

adalah sebuah dokumen penting yang 

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) sebagai salah satu upaya 

administrasi untuk mengawasi dan 
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memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan yang berlaku. SP2DK 

berfungsi sebagai alat untuk meminta 

klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari 

wajib pajak yang diduga belum memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemeriksaan Terhadap KPP 

Penelitian oleh Pomeranz (2020) 

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 

yang dilakukan dengan baik dapat 

mengurangi tingkat ketidakpatuhan secara 

signifikan. Studi ini menemukan bahwa 

pemeriksaan yang mendetail dan berbasis 

risiko lebih efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak. 

Studi lain oleh Slemrod et al. (2021) 

mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa 

pemeriksaan pajak yang konsisten dan 

transparan meningkatkan tingkat pelaporan 

yang akurat dan pembayaran pajak yang 

tepat waktu. Mereka menegaskan bahwa 

pemeriksaan yang dilakukan secara adil 

meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap 

keadilan sistem perpajakan dan mendorong 

kepatuhan. 

Kepatuhan & Kewajiban 

Studi oleh Hidayat dan Rahmadhani 

(2020) di Indonesia menunjukkan bahwa 

pemenuhan seluruh jenis pajak oleh wajib 

pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk tingkat pendapatan, 

ketersediaan layanan perpajakan, dan 

kesadaran wajib pajak tentang kewajiban 

perpajakan mereka. Studi ini menyoroti 

pentingnya kebijakan yang mempromosikan 

kesadaran perpajakan dan menyediakan 

layanan perpajakan yang efisien untuk 

meningkatkan pemenuhan pajak. 

Penelitian Terdahulu 
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Kerangka Berfikir dan Pengembangan 

Hipotesis 

 
Penelitian oleh James dan Edwards 

(2020) menunjukkan bahwa penerbitan surat 

permintaan penjelasan meningkatkan tingkat 

pembayaran pajak yang sesuai waktu dan 

mengurangi jumlah pelanggaran perpajakan. 

Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan 

ini efektif dalam mendorong wajib pajak 

untuk mematuhi peraturan perpajakan. 

H1: Penerbitan Sp2DK memiliki dampak 

positif secara signifikan terhadap 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan 

wajib pajak di KPP Pratama Cicadas 

Kota Bandung. 

McKee (2018) menemukan bahwa 

peningkatan frekuensi dan intensitas 

pemeriksaan pajak dapat meningkatkan 

tingkat kepatuhan pajak. Studi ini 

menunjukkan bahwa wajib pajak yang tahu 

bahwa mereka dapat diperiksa lebih 

cenderung melaporkan pajak dengan benar 

dan membayar pajak tepat waktu. 

Penelitian lain oleh DeBacker et al. 

(2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan 

pajak yang efektif tidak hanya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yang diperiksa, tetapi 

juga memiliki efek spillover positif pada 

wajib pajak lainnya. Studi ini menegaskan 

bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan 

secara konsisten dan adil dapat 

meningkatkan kepercayaan terhadap sistem 

perpajakan dan kepatuhan pajak secara 

keseluruhan. Dengan demikian, berdasarkan 

temuan-temuan dari jurnal-jurnal yang 

relevan maka hipotesis kedua yang di ajukan 

adalah: 

H2 : Pemeriksaan pajak  memiliki 

dampak positif secara signifikan terhadap 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan 

wajib pajak di KPP Pratama Cicadas 

Kota Bandung. 

Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyo dan Wulandari (2018), 

penerbitan Sp2DK memiliki dampak positif 

terhadap kepatuhan perpajakan, terutama 

ketika diikuti oleh pemeriksaan pajak yang 

efektif. Pemeriksaan pajak yang intensif dan 

sistematis membantu mengidentifikasi 

ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak 

untuk lebih kooperatif dan akurat dalam 

pelaporan pajak mereka. 

Lebih lanjut, studi oleh Rahmawati et 

al. (2019) mengindikasikan bahwa wajib 

pajak yang telah diperiksa cenderung lebih 

patuh pada periode pajak berikutnya, karena 

mereka memahami konsekuensi 

ketidakpatuhan dan pentingnya menjaga 

dokumentasi yang baik. Pemeriksaan pajak 

bertindak sebagai pengingat kuat tentang 

tanggung jawab perpajakan dan dapat 

meningkatkan efek disiplin dari penerbitan 

Sp2DK. Dengan demikian, berdasarkan 

temuan-temuan dari jurnal-jurnal yang 

relevan maka hipotesis ketiga yang di ajukan 

adalah: 

H3 : Pemeriksaan pajak memoderasi 

hubungan antara penerbitan Sp2DK dan 

kepatuhan perpajakan di KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung. 

Suryani dan Dewi (2021) juga 

menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak 

hanya memperkuat hubungan antara 

penerbitan Sp2DK dan kepatuhan 

perpajakan, tetapi juga meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman wajib pajak 

tentang kewajiban mereka. Studi ini 

menunjukkan bahwa interaksi antara 

pemeriksaan pajak dan penerbitan Sp2DK 

dapat menciptakan lingkungan yang lebih 
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kondusif untuk kepatuhan perpajakan yang 

berkelanjutan.  Dengan demikian, 

berdasarkan temuan-temuan dari jurnal-

jurnal yang relevan maka hipotesis kempat 

yang di ajukan adalah: 

H4 : Penerbitan Sp2DK dan Pemeriksaan 

pajak scara simultan memiliki dampak 

positif terhadap kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak di 

KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis 

statistik deskriptif Pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan aplikasi 

SmartPLS 3.2.8. Data yang sudah diisi oleh 

responden dijadikan satu dalam sebuah 

tabulasi data tipe CSV (Comma Separated 

Values). Pengolahan data ini untuk 

mengetahui bentuk model, loading factor, 

signifikansi pada masing-masing variabel 

laten. Pengolahan data menggunakan 

SmartPLS 3.2.8 ini dilakukan running data 

sehingga terpenuhi validitas dan 

reliabilitasnya. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, Alat ukur penelitian diperlukan 

untuk menghitung nilai variabel yang di 

ambil. Penelitian ini menggunakan 

Kuesioner sebagai alat untuk digunakan 

mengumpulkan data, sehingga jumlah alat 

yang digunakan dapat dilihat dari banyaknya 

variabel penelitian yang dirumuskan di atas. 

Instrumen penelitian harus memiliki skala 

pengukuran untuk mewujudkan data 

kuantitatif  yang tepat. Penelitian ini 

menggunakan skala likert sebagai berikut: 

 

Populasi dan sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas 

Kota Bandung. Populasi ini mencakup wajib 

pajak baik individu maupun badan usaha 

yang telah menerima Surat Permintaan 

Penjelasan dan Keterangan (Sp2DK) dari 

KPP Pratama Cicadas selama periode 

tertentu, misalnya, dari tahun 2020 hingga 

2023. Populasi ini juga mencakup berbagai 

sektor industri dan jenis usaha yang ada di 

wilayah pelayanan KPP Pratama Cicadas. 

Sampel penelitian diambil dari populasi yang 

telah ditentukan. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling, di mana kriteria 

pemilihan sampel adalah wajib pajak yang 

memenuhi syarat. 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis 

statistik deskriptif Pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan aplikasi 

SmartPLS 3.2.8. Data yang sudah diisi oleh 

responden dijadikan satu dalam sebuah 

tabulasi data tipe CSV (Comma Separated 

Values). Pengolahan data ini untuk 

mengetahui bentuk model, loading factor, 

signifikansi pada masing-masing variabel 

laten. Pengolahan data menggunakan 

SmartPLS 3.2.8 ini dilakukan running data 
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sehingga terpenuhi validitas dan 

reliabilitasnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum KPP Pratama Cicadas 

Kota Bandung 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas Kota Bandung adalah 

bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang 

bertanggung jawab untuk menjalankan 

kegiatan operasional dalam bidang 

pelayanan perpajakan di wilayah Bandung 

Cicadas dan sekitarnya. Kantor ini memiliki 

peran utama dalam memberikan layanan 

administrasi perpajakan kepada wajib pajak 

di area tersebut. 

Struktur Organisasi KPP Pratama 

Bandung Cicadas 

Struktur adalah bagan atau susunan 

yang menjelaskan uraian atau ururtan tugas 

dan fungsinya. Organisasi, di sisi lain, adalah 

penentuan kelompok dan pengaturan 

pengaturan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Susunan dan hubungan antara tiap 

bagian dan posisinya dalam suatu organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan dikenal 

sebagai struktur organisasi. Sementara KPP 

Pratama berbasis fungsi, KPP non Pratama 

berbasis jenis pajak. Gambar di bawah ini 

menunjukkan struktur organisasi bagian 

pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas. 

Struktur Organisasi Kpp Pratama 

Bandung Cicadas 

 
 

A. Deskripsi Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 332 dari institusi kepemerintahan 

dan swasta di kota Bandung. Klasifikasi 

responden ketiga outlet dalam penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan  

institusi. 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik Responden KPP Pratama 

Cicadas kota Bandung berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4. 1 Distribusi Frekuensi Jenis 

Kelamin Responden 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat 

diketahui dari 322 responden KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung adalah laki-laki 

sebanyak 204 responden (61,45%) dan 

perempuan sebanyak 128 responden 

(38,55%). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden dari 

KPP Pratama Cicadas kota Bandung adalah 

laki-laki Hal ini mengindikasikan bahwa 

wajib pajak pelaksana berjenis kelamin laki-

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index


Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (JSAB) 
 

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index  

 

Page | 53 

Vol. 7, No. 1 Februari 2025 

laki lebih banyak melakukan tugas pelporan 

dibandingkan dengan perempuan. 

2. Jabatan 

Karakteristik Responden KPP Pratama 

kota Bandung berdasarkan Jabatan dapat 

dilihat pada gambar 4.2 

 
Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Jabatan 

Responden 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat 

diketahui dari 322 responden KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung adalah Accounting 

sebanyak 204 responden (61,45%) dan 

perempuan sebanyak 128 responden 

(38,55%). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden dari 

KPP Pratama Cicadas kota Bandung adalah 

laki-laki Hal ini mengindikasikan bahwa 

wajib pajak pelaksana berjenis kelamin laki-

laki lebih banyak melakukan tugas pelporan 

dibandingkan dengan perempuan. 

3. Institusi 

Karakteristik Responden KPP Pratama 

kota Bandung berdasarkan Institusi dapat 

dilihat pada gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Institusi 

Responden 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat 

diketahui dari 322 responden KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung adalah 

Kepemerintahan sebanyak 162 responden 

(48,50%) dan Swasta sebanyak 170 

responden (50,90%). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden dari KPP Pratama Cicadas kota 

Bandung adalah institusi swasta. 

B. Distribusi Frekuensi Jawaban 

Responden 

Deskripsi data merupakan data yang 

berisikan jawaban kuesioner dari responden. 

Hasil kuesioner tersebut meliputi faktor-

faktor dalam memenuhi kepatuhan dan 

kewajiban wajib pajak untuk menghindari 

penerbisan Sp2DK, berikut penjelasan nya 

1. Penerbitan Sp2DK 

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam 

penelitian ini diukur dengan 3 ndikator yang 

dijabarkan menjadi 6 item pertanyaan dengan 

rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi 

penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi 

jawaban responden dapat dilihat pada 

lampiran  

Tabel 4. 1 Frekuensi Jawaban Variable 

Penerbitan Sp2DK 
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Sumber: (Data sekunder diolah, 2023) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui 

bahwa dari 322 responden, item P1  memiliki 

nilai mean 3.762. Pernyataan ini 

menunjukkan mayoritas responden (rata-rata 

di atas 3.651) setuju bahwa Sp2DK efektif 

dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan. Item 

P2 memiliki nilai mean 3.579 responden 

cenderung setuju bahwa frekuensi tinggi 

penerbitan Sp2DK bisa mengindikasikan 

adanya masalah atau ketidakpatuhan dalam 

pelaporan pajak, item P3 memiliki niali mean 

3.765 Mayoritas responden setuju bahwa 

ketidaksesuaian data dalam pelaporan pajak 

mereka sering menjadi penyebab penerbitan 

Sp2DK. Item P4 memiliki nilai mean 3.598. 

Secara umum, responden cenderung setuju 

bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan 

pajak adalah alasan utama dibalik penerbitan 

Sp2DK. Item P5 memiliki nilai mean 3.588. 

Rata-rata nilai cukup tinggi, menunjukkan 

bahwa mayoritas responden menyediakan 

dokumentasi yang diperlukan saat menerima 

Sp2DK. Item P6 memiliki nilai mean 3.616.  

Mayoritas responden cenderung 

melakukan koreksi atau pembayaran pajak 

setelah menerima Sp2DK. 

Mayoritas jawaban responden terhadap 

keseluruhan item pernyataan tentang  

penerbitan Sp2DK. adalah jawaban setuju 

(S). Artinya responden memberikan 

tanggapan yang positif terhadap item 

pernyataan yang diberikan. Hasil deskripsi  

penerbitan Sp2DK. juga menunjukkan mean 

terbesar adalah mean item P3 sebesar 3,765 

yaitu Penerbitan Sp2DK oleh otoritas pajak 

sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian 

data dalam pelaporan pajak. Hal ini 

mengindikasikan Mayoritas responden setuju 

bahwa ketidaksesuaian data dalam pelaporan 

pajak mereka sering menjadi penyebab 

penerbitan Sp2DK. Sedangkan mean terkecil 

adalah mean item P2 sebesar 3,579 yaitu 

responden setuju bahwa frekuensi tinggi 

penerbitan Sp2DK menunjukkan adanya 

masalah atau ketidakpatuhan dalam 

pelaporan pajak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa responden cenderung setuju bahwa 

frekuensi tinggi penerbitan Sp2DK bisa 

mengindikasikan adanya masalah atau 

ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. 

2. Kepatuhan & Kewajiban 

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam 

penelitian ini diukur dengan 9 ndikator yang 

dijabarkan menjadi 18 item pertanyaan 

dengan rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi 

penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi 

jawaban responden dapat dilihat pada 

lampiran tabel 4.3. 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwa dari 322 responden, item P7 memiliki 

mean 3.607. Bahwa melaporkan SPT 

Tahunan dan Masa tepat waktu adalah 

prioritas utama saya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Prioritas utama adalah 

melaporkan SPT Tahunan dan Masa tepat 

waktu.  Item P8 memiliki mean 3.786. 

Memastikan bahwa SPT tahunan dan Masa 

sudah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan otoritas pajak. Menjamin bahwa 

SPT tahunan dan Masa dilaporkan tepat 

waktu sesuai aturan pajak.  item P9 memiliki 

mean 3.740 memastikan bahwa Surat 

Pemberitahuan (SPT) saya dilengkapi 

dengan informasi dan dokumen yang 

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Memastikan SPT dilengkapi 

dengan semua informasi dan dokumen yang 

diperlukan. item P10 memiliki mean 3.570. 

pernah mengalami masalah dalam hal 

kelengkapan informasi dan dokumen saat 

melaporkan SPT kepada otoritas pajak. Tidak 

pernah mengalami kendala dalam 

kelengkapan informasi dan dokumen saat 

pelaporan SPT. item P11 memiliki mean 

3.703.  merasa bahwa pembayaran pajak 

tepat waktu adalah kewajiban yang harus 

dipenuhi untuk menghindari sanksi dari 

otoritas pajak. Percaya bahwa membayar 

pajak tepat waktu adalah kewajiban untuk 

menghindari sanksi. item P12 memiliki mean 

3.588. selalu patuh dan kooperatif dalam 

mengikuti pemeriksaan pajak yang dilakukan 

oleh otoritas pajak. Selalu patuh dan 

kooperatif dalam pemeriksaan pajak. item 

P13 memiliki mean 3.703. selalu patuh dan 

responsif dalam memberikan informasi yang 

diminta oleh otoritas pajak selama proses 

pemeriksaan. Selalu patuh dan responsif 

dalam memberikan informasi pada otoritas 

pajak selama pemeriksaan. item P14 

memiliki mean 3.632. menyediakan semua 

dokumen yang diminta oleh otoritas pajak 

tanpa penundaan selama pemeriksaan pajak. 

Memberikan semua dokumen yang diminta 

oleh otoritas pajak tanpa penundaan saat 

pemeriksaan. item P15 memiliki mean 3.607. 

merasa bahwa penyesuaian dan pembayaran 

kekurangan pajak setelah pemeriksaan 

adalah langkah yang tepat untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar. Percaya 

bahwa menyesuaikan dan membayar 

kekurangan pajak setelah pemeriksaan 

adalah langkah yang tepat.  item P16 

memiliki mean 3.759. memprioritaskan 

untuk melakukan penyesuaian dan 

pembayaran kekurangan pajak sesegera 

mungkin setelah pemeriksaan oleh otoritas 

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index


Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (JSAB) 
 

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index  

 

Page | 56 

Vol. 7, No. 1 Februari 2025 

pajak. Memprioritaskan penyesuaian dan 

pembayaran kekurangan pajak setelah 

pemeriksaan. item P17 memiliki mean 3.604. 

memastikan untuk memenuhi kewajiban 

pajak saya untuk semua jenis pajak yang 

relevan, seperti PPh, PPN, PBB, dan lainnya. 

Memastikan pemenuhan kewajiban pajak 

untuk semua jenis pajak yang relevan. item 

P18 memiliki mean 3.706. yakin bahwa 

penting untuk memenuhi kewajiban pajak 

saya untuk semua jenis pajak yang berlaku 

demi kepatuhan yang baik terhadap peraturan 

perpajakan. Keyakinan bahwa memenuhi 

kewajiban pajak untuk semua jenis pajak 

adalah penting untuk kepatuhan yang baik. 

item P19 memiliki mean 3.598. selalu 

memeriksa kembali perhitungan pajak saya 

untuk memastikan tidak adanya kesalahan 

sebelum melaporkannya kepada otoritas 

pajak. Selalu memeriksa ulang perhitungan 

pajak untuk memastikan ketepatan sebelum 

melaporkannya. item P20 memiliki mean 

3.783. berusaha untuk meminimalkan jumlah 

kesalahan dalam perhitungan pajak saya 

dengan meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan saya dalam bidang perpajakan, 

Hal ini mencerminkan upaya untuk 

memastikan keakuratan dalam pelaporan 

pajak. item P21 memiliki mean 3.579. merasa 

bahwa kepatuhan terhadap peraturan 

perpajakan adalah hal yang sangat penting 

dan harus diutamakan dalam aktivitas 

keuangan dan bisnis saya.  

Hal ini mencerminkan sikap yang 

menempatkan kepatuhan hukum sebagai 

prioritas utama dalam semua transaksi dan 

kegiatan bisnis. item P22 memiliki mean 

3.762. senantiasa memeriksa kembali 

kelayakan dan kepatuhan setiap tindakan 

atau transaksi saya terhadap peraturan 

perpajakan sebelum melaksanakannya, Hal 

ini menunjukkan sikap yang hati-hati dan 

penuh pertimbangan sebelum bertindak. item 

P23 memiliki mean 3.796. menganggap 

pentingnya menjaga kualitas dan 

kelengkapan dokumentasi sebagai bagian 

dari kewajiban saya sebagai wajib pajak. Hal 

ini mencerminkan komitmen untuk 

memastikan bahwa semua dokumen terkait 

pajak disiapkan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. item P23 

memiliki mean 3.588. secara rutin 

memeriksa dan memperbarui dokumentasi 

transaksi dan dokumen pendukung lainnya 

untuk memastikan kelengkapan dan 

keakuratannya. Hal ini menunjukkan upaya 

untuk menjaga agar semua dokumen terkait 

pajak tetap lengkap dan akurat. 

3. Pemeriksaan Terhadap KPP 

Faktor Penerbitan Sp2DK dalam 

penelitian ini diukur dengan 7 ndikator yang 

dijabarkan menjadi 14 item pertanyaan 

dengan rentang nilai 1-5. Distribusi frekuensi 

penerbitan Sp2DK berdasarkan frekuensi 

jawaban responden dapat dilihat pada 

lampiran tabel 4.4. 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui 

bahwa dari 322 responden, item P25 

memiliki mean 3.703. Responden dengan 

senang hati menyediakan dokumen dan 

informasi yang diminta oleh otoritas pajak 

selama proses pemeriksaan setelah menerima 

Sp2DK.  Pernyataan ini menunjukkan sikap 

kerjasama yang positif dalam menyediakan 

dokumen dan informasi yang diminta oleh 

otoritas pajak selama proses pemeriksaan 

setelah mendapatkan Surat Permintaan 

Penjelasan dan Keterangan (Sp2DK). item 

P26 memiliki mean 3.625. merasa penting 

untuk berkolaborasi dan berkomunikasi 

dengan otoritas pajak dengan baik dalam 

menjawab pertanyaan dan kebutuhan mereka 

selama proses pemeriksaan. Menunjukkan 

kesadaran akan pentingnya berkolaborasi 

dan berkomunikasi secara efektif dengan 

otoritas pajak dalam menjawab pertanyaan 

dan memenuhi kebutuhan mereka selama 

proses pemeriksaan. item P27 memiliki mean 

3.619. setuju bahwa hasil pemeriksaan pajak, 

seperti jumlah penyesuaian pajak, denda, 

atau kekurangan pajak yang ditemukan, 

merupakan indikator yang penting dalam 

menilai keakuratan pelaporan pajak seorang 

wajib pajak. Pernyataan ini menegaskan 

bahwa hasil pemeriksaan pajak dianggap 

penting sebagai indikator untuk menilai 

keakuratan pelaporan pajak seorang wajib 

pajak, termasuk penyesuaian pajak, denda, 

atau kekurangan pajak yang mungkin 

ditemukan. item P28 memiliki mean 3.650. 

Sejauh mana Anda percaya bahwa hasil 

pemeriksaan pajak dapat memberikan 

gambaran yang akurat tentang kepatuhan 

seorang wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan sebelum dan sesudah menerima 

Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan 

(Sp2DK). Menanyakan seberapa akurat hasil 

pemeriksaan pajak sebagai gambaran 

terhadap kepatuhan seorang wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan, baik sebelum 

maupun setelah menerima Sp2DK. item P29 

memiliki mean 3.777. menjadi lebih patuh 

dalam melaporkan dan membayar pajak tepat 

waktu setelah pemeriksaan pajak 

sebelumnya. Menunjukkan bahwa 

pengalaman dari pemeriksaan pajak 

sebelumnya telah meningkatkan kepatuhan 

dalam pelaporan dan pembayaran pajak tepat 

waktu. item 30 memiliki mean 3.557. lebih 

berhati-hati dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan setelah mengalami pemeriksaan 

pajak, untuk memastikan kepatuhan yang 

lebih baik di masa mendatang. Pernyataan ini 

mencerminkan bahwa pengalaman 

pemeriksaan pajak telah meningkatkan 

kehati-hatian dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan untuk mencapai kepatuhan yang 

lebih baik di masa depan. item P31 memiliki 

mean 3.697.  merasa bahwa pemeriksaan 

pajak sebelumnya dan penerimaan Sp2DK 

telah membantu saya memahami dan 

memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga 

saya tidak lagi menerima Sp2DK untuk 

periode-periode pajak berikutnya. 

Menyatakan bahwa pengalaman dari 

pemeriksaan pajak sebelumnya dan 

menerima Sp2DK telah meningkatkan 
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pemahaman dan kepatuhan terhadap 

kewajiban perpajakan, sehingga tidak lagi 

menerima Sp2DK untuk periode-periode 

pajak selanjutnya. item P32 memiliki mean 

3.567.  

Percaya bahwa pengalaman menerima 

Sp2DK sebelumnya telah meningkatkan 

pemahaman saya tentang peraturan 

perpajakan dan mengurangi kemungkinan 

menerima Sp2DK di masa mendatang. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

pengalaman menerima Sp2DK sebelumnya 

telah berkontribusi pada pemahaman yang 

lebih baik tentang peraturan perpajakan dan 

mengurangi kemungkinan untuk menerima 

Sp2DK di masa depan. item P33 memiliki 

mean 3.579. merasa bahwa pengalaman 

pemeriksaan pajak telah membantu saya 

lebih memahami prosedur dan persyaratan 

perpajakan yang berlak. Menyatakan bahwa 

pengalaman pemeriksaan pajak telah 

meningkatkan pemahaman tentang prosedur 

dan persyaratan perpajakan yang berlaku. 

item P34 memiliki mean 3.777. Pemeriksaan 

pajak yang saya jalani telah meningkatkan 

pemahaman saya mengenai peraturan 

perpajakan dan kewajiban yang harus saya 

penuhi. Mengindikasikan bahwa pengalaman 

dari pemeriksaan pajak telah memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang 

peraturan perpajakan dan kewajiban yang 

harus dipenuhi. item P35 memiliki mean  

3594. puas dengan waktu yang diambil oleh 

otoritas pajak untuk menyelesaikan 

pemeriksaan setelah penerbitan Sp2DK. 

Menunjukkan kepuasan terhadap waktu yang 

diambil oleh otoritas pajak untuk 

menyelesaikan pemeriksaan setelah 

mengeluarkan Sp2DK. item P36 memiliki 

mean 3.759. Proses penyelesaian 

pemeriksaan pajak setelah menerima Sp2DK 

berlangsung dalam jangka waktu yang wajar 

dan efisien. Pernyataan ini menegaskan 

bahwa proses penyelesaian pemeriksaan 

pajak setelah menerima Sp2DK berjalan 

dalam waktu yang wajar dan efisien. item 

P37 memiliki mean 3.777. merasa bahwa 

hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan adil 

dan sesuai sehingga saya tidak merasa perlu 

mengajukan keberatan atau banding. 

Menyatakan kepercayaan bahwa hasil 

pemeriksaan pajak yang dikeluarkan adil dan 

sesuai sehingga tidak ada kebutuhan untuk 

mengajukan keberatan atau banding. item 

P38 memiliki mean 3.601. Proses 

pemeriksaan pajak berjalan transparan dan 

hasilnya dapat diterima, sehingga saya jarang 

atau tidak pernah mengajukan keberatan atau 

banding.  

Menegaskan bahwa proses 

pemeriksaan pajak dianggap transparan dan 

hasilnya dapat diterima, yang mengurangi 

atau tidak memerlukan pengajuan keberatan 

atau banding. 

C. Pengukuran Outer Model  

1. Uji Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan merupakan 

korelasi antar skor indikator refleksif dengan 

skor variabel latennya (Solimun, 2017). 

diskriminan validity bertujuan untuk 

mengetahui validitas setiap hubungan antara 

indikator dengan konstruk atau variabel 

latennya. Pengujian diskriminan validity 

dapat dilihat dari loading factor untuk tiap 

indikator konstruk. Nilai loading factor > 0,7 

adalah nilai ideal, artinya indikator tersebut 

valid mengukur konstruk yang dibuat. Dalam 

penelitian empiris, nilai loading factor > 0,5 

masih diterima. Bahkan, sebagian ahli 

menerima 0,4. Nilai ini menunjukkan 
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persentasi konstruk mampu menerangkan 

variasi yang ada dalam indikator (Haryono, 

2017). Nilai diskriminan dapat di lihat 

padadan tabel 4.7 

Tabel 4. 2 Nilai Diskriminan Validity 

 

Pada pengujian ini, terlihat bahwa nilai 

faktor penampungan indikator membantu 

kepatuhan dan kewajiban pajak; penelitian 

tahap awal untuk mengembangkan skala 

pengukuran nilai penampungan 0,5–0,6 

dianggap cukup untuk menunjukkan 

validitas diskriminan dari model pengukuran 

dengan indikator refleksif. Hasil loading 

factor dari masing-masing indikator dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 4. 4 Path Coefficients Outer Model 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat 

diketahui dari pengujian tiga variable bahwa, 

setiap variabel mempunyai peran terhadap 

kewajiban dan kepatuhan oleh wajib pajak. 

2. Prediction relevance (Q-Square) 

Pengujian Q-Square dilakukan untuk 

mengetahui kapabilitas prediksi melaui uji 

blindsfolding yang juga telah tersedia pada 

Smart PLS, hasil dari uji Q-Square dapat di 

lihat pada tabel 4.8 berikut: 

 

Tabel 4.8 menunjukan bahwa  nilai Q-

Square sebesar 0.513 di atas 0.00 Hal ini 

menunjukan bahwa setiap variabel manifest 

dalam penelitian ini telah memiliki kekuatan 

prediksi yang baik karena telah memenuhi 

batas syarat dalam pengujian. 

3. Uji Multikolinearitas (VIF)  

Dalam melakukan uji multikolineritas 

di peruntukan dalam pembuktian adanya 

keterkaitan antar variable laten dan 

mendeteksi jika dalam keterkaitan variabel 

laten mengandung permasalsahan, Hasil uji 

kolineritas dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut: 

 

Berdasarkan hasil analisis Collinearity 

Statistics (VIF), didapatkan Nilai VIF 

seluruh item indikator pada variabel faktor 

Penerbutan Sp2DK dan Pemeriksaan 

terhadap KPP secara keseluruhan memiliki 

nilai dibawah 5.00 (Hair et al., 2017), hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh item indikator 

pada kedua variabel tersebut dinyatakan 

bebas multikolinearitas. 

4. Uji Reliabilitas 
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Dalam konteks penelitian dan 

pengukuran konstruk, evaluasi reliabilitas 

sangat penting untuk memastikan bahwa 

instrumen yang digunakan dapat diandalkan 

dan konsisten dalam mengukur variabel yang 

dimaksud. Dua metode umum yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas adalah 

Cronbach's alpha dan composite reliability. 

Berikut adalah penjelasan mengenai kedua 

metode tersebut dan kriteria yang digunakan 

dalam penelitian: 

1. Cronbach's Alpha 

Cronbach's alpha adalah salah satu 

metode yang umum digunakan untuk 

mengukur reliabilitas internal dari instrumen 

atau skala pengukuran. Alpha coefficient 

mengindikasikan sejauh mana item-item 

dalam instrumen saling konsisten dan 

mengukur konstruk yang sama. 

Nilai Alpha :  

- Biasanya nilai alpha dinyatakan 

sebagai angka antara 0 dan 1. 

- Kriteria umum yang digunakan adalah 

nilai alpha minimal 0,7 untuk dianggap 

reliabel. Namun, nilai 0,6 juga dapat 

diterima dalam beberapa kasus, 

terutama jika pengukuran konstruk 

tersebut kompleks atau terdiri dari 

sedikit item. 

- Semakin tinggi nilai alpha, semakin 

tinggi reliabilitas instrumen tersebut 

dalam mengukur konstruk yang 

dimaksud. 

2. Composite Reliability 

Composite reliability (CR) juga 

merupakan metode untuk mengukur 

reliabilitas internal dari instrumen atau skala 

pengukuran. Namun, CR dianggap sebagai 

metode yang lebih akurat daripada 

Cronbach's alpha karena CR tidak 

bergantung pada jumlah item dan berfokus 

pada koefisien faktor dalam analisis faktor 

konfirmatori. 

Nilai CR :  

- Sama seperti alpha, nilai CR berkisar 

antara 0 dan 1. 

- Kriteria umumnya adalah nilai CR 

harus lebih besar dari 0,7 untuk 

dianggap reliabel. Nilai 0,6 juga dapat 

diterima tergantung pada konteks 

penelitian dan kompleksitas konstruk. 

- CR mengukur seberapa baik semua 

item dalam instrumen berkontribusi 

terhadap konstruk yang sama. 

Pada penelitian yang Anda maksud, 

peneliti memilih untuk menggunakan 

composite reliability sebagai metode utama 

untuk menguji reliabilitas instrumen atau 

skala pengukuran. Alasan penggunaan CR 

adalah karena kelebihannya dalam mengatasi 

beberapa kelemahan yang terdapat dalam 

Cronbach's alpha, terutama dalam situasi 

dengan skala yang kompleks atau ketika 

jumlah item yang digunakan relatif sedikit. 

Penggunaan composite reliability 

dalam penelitian memungkinkan peneliti 

untuk mendapatkan estimasi yang lebih 

akurat tentang reliabilitas instrumen atau 

skala pengukuran yang digunakan. Penelitian 

menunjukkan bahwa nilai CR yang 

seharusnya lebih besar dari 0,7 adalah 

standar umum yang digunakan untuk 

memastikan reliabilitas yang memadai dari 

instrumen tersebut. Dengan demikian, 

pemilihan metode ini sejalan dengan praktik 

terbaik dalam evaluasi reliabilitas dalam 

konteks penelitian ilmiah. 
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Tabel 4.11 dibawah ini menunjukan 

nilai dari Cronbach’s alpha dan Composite 

reliability. 

 

 

Tabel 4.11 Nilai Cronbach’s alpha dan 

Composite reliability 

 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai 

semua variabel dalam pengujian reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach dan 

Composite dan pengujian validitas 

menggunakan AVE mencapai lebih dari 0.70. 

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang diujikan valid dan reliabel. 

Dengan demikian, pengujian model 

struktural dapat dilanjutkan. 

D. Analisis model Struktural (Inner 

Model) 

Ada dua inner model dalam penelitian 

karena inner model menjelaskan hubungan 

antara variabel penelitian. Karena itu, nilai 

faktor pengisian inner model disertakan 

dengan nilai t-value karena berhubungan 

dengan seberapa signifikan atau tidaknya 

pengaruh antar variabel penelitian. Gambar 

berikut menunjukkan Inner Model: 

 
Setelah pengujian dan pengukuran 

validitas dan reliabilitas model selesai, 

pengujian model struktural, juga dikenal 

sebagai inner model, dilakukan. Tujuan 

evaluasi ini adalah untuk menentukan 

hubungan antar variabel laten dan menjawab 

hipotesis yang diajukan. Pengukuran model 

struktural: Nilai R-Square digunakan untuk 

mengukur tingkat variasi perubahan antara 

variabel independen dan variabel dependen. 

Nilai R-Square yang lebih besar pada 

konstruk ditunjukkan pada tabel 4.12. 

 
Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian 

nilai R-Square adalah sebesar 0.978 hal ini 

menunjukan bahwa seluruh indikator yang di 

sajikan mampu memprediksi nilai 

perusahaan sebesar 97,8% artinya hal ini 

menunjukkan bahwa kewajiban dan 

kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan 

oleh variabel Penerbitan Sp2DK dan 

Pemerikasaan KPP. 

1.      Total Efect 

Total Effect adalah hasil dari 

menambah pengaruh langsung ke pengaruh 

R Square

R Square R Square Adjusted

Kepatuhan & Kewajiban 0,979 0,978

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index


Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (JSAB) 
 

https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/index  

 

Page | 62 

Vol. 7, No. 1 Februari 2025 

tidak langsung. Hasil uji total effect dapat di 

lihat pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

 
Berdasarkan tabel 4.13  hasil analisis 

total efek  dalam model, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Besarnya koefisien parameter 

untuk variabel Pemeriksaan KPP 

memoderasi Penerbitan Sp2DK 

untuk kepatuahan wajib adalah 

sebesar 0.083 yang berarti 

terdapat pengaruh total yang 

positif M terhadap Y. Atau dapat 

diinterpretasikan bahwa semakin 

tinggi nilai M, maka Y  akan 

semakin meningkat pula. 

Peningkatan satu satuan M akan 

meningkatkan Y sebesar 8,30%. 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan bootstrap atau 

resampling, dimana hasil uji 

koefisien estimasi M terhadap Y 

hasil bootstrap adalah sebesar 

0.083  sehingga Pengaruh ini 

bersifat positif. 

2. Besarnya koefisien parameter 

untuk variabel Pemeriksaan 

terhadap KPP untuk mengukur 

kepatuahan wajib pajak adalah 

sebesar -0.021 yang berarti 

terdapat pengaruh total yang 

negatif X1 terhadap Y. Atau 

dapat diinterpretasikan bahwa 

semakin tinggi nilai X1, maka Y   

3. akan semakin meningkat pula. 

Peningkatan satu satuan X1 akan 

meningkatkan Y sebesar 2.1,0%. 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan bootstrap atau 

resampling, dimana hasil uji 

koefisien estimasi X1 terhadap Y 

hasil bootstrap adalah sebesar -

0,021 sehingga Pengaruh ini 

bersifat negatif. 

4. Besarnya koefisien parameter 

untuk variabel Penerbitan 

Sp2DK untuk kepatuahan wajib 

adalah sebesar 0,937 artinya 

terdapat pengaruh total yang 

positif  X2 terhadap Y. Atau dapat 

diinterpretasikan bahwa semakin 

tinggi nilai X2, maka Y  akan 

semakin meningkat pula. 

Peningkatan satu satuan X2 akan 

meningkatkan Y sebesar 93,7%. 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan bootstrap atau 

resampling, dimana hasil uji 

koefisien estimasi X2 terhadap Y 

hasil bootstrap adalah sebesar 

0,937 sehingga Pengaruh ini 

bersifat positif. 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel, metode bootsrapping digunakan. 

Metode ini menggunakan representasi non 

parametrik untuk precision estimasi. 

Keputusan untuk menerima atau menolak 

hipotesis dalam metode PLS didasarkan pada 

nilai signifikansi (P Value) dan nilai tabel T. 

Nilai koefisien parameter dan nilai 

signifikansi t-statistik dapat diambil untuk 

mengetahui nilai signifikansi dalam aplikasi 

SmartPLS. Menurut kriteria penerimaan atau 

penolakan hipotesis, Ha diterima dan Ho 

ditolak jika nilai signifikansi t > 1.96 dan atau 

nilai p < 0.05 pada taraf signifikansi 5% (α 

5%). Sebaliknya, jika nilai signifikansi t < 

Total Effects

Nilai Perusahaan

Pemeriksaan KPP Memoderasi  Penerbitan S

Pemeriksaan thdp KPP -> Kepatuhan & Kew

Penerbitan Sp2DK_ -> Kepatuhan & Kewajib

0,083

-0,021

0,937
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1.96 dan atau nilai p < 0.05 pada taraf 

signifikansi 5%, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima (Abdillah, 2018). Hipotesis berikut 

diajukan dalam penelitian ini: 

 

1) Penerbitan Sp2DK memiliki 

dampak positif secara signifikan 

terhadap kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak di KPP 

Pratama Cicadas Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Penerbitan Sp2DK terhadap keputusan 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib 

pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. 

dengan nilai P Values 0.000 < 0,05 dan 

menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  

23.164 > 1.96, menunjukkan bahwa variabel 

Penerbitan Sp2DK berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP 

Pratama Cicadas Kota Bandung. Dengan 

demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini 

diterima. hasil pengujian hipotesis pada 

Penerbitan Sp2DK perpengaruh pada 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib 

pajak, responden merasa faktor Penerbitan 

Sp2DK dapat membantu dalam menunjang 

keputusan kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak.  

Hasil pengujian hipotesis di atas di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo dan Wulandari (2018), penerbitan 

Sp2DK memiliki dampak positif terhadap 

kepatuhan perpajakan, terutama ketika 

diikuti oleh pemeriksaan pajak yang efektif. 

Pemeriksaan pajak yang intensif dan 

sistematis membantu mengidentifikasi 

ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak 

untuk lebih kooperatif dan akurat dalam 

pelaporan pajak mereka. 

2) Pemeriksaan pajak  memiliki 

dampak positif secara signifikan 

terhadap kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak di KPP 

Pratama Cicadas Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Pemeriksaan terhadap KPP terhadap 

keputusan kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak di KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung. dengan nilai P 

Values 0.679 < 0,05 dan menunjukkan hasil 

perhitungan t-statistik 0.389 > 1.96, 

menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan 

terhadap KPP berpengaruh secara negatif  

terhadap kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak di KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, 

hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. hasil 

pengujian hipotesis pada Pemeriksaan 

terhadap KPP perpengaruh pada kepatuhan 

dan Kewajiban perpajakan wajib pajak, 

responden merasa faktor Pemeriksaan 

terhadap KPP belum dapat membantu dalam 

menunjang keputusan kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak. 

H3 : Pemeriksaan pajak memoderasi 

hubungan antara penerbitan Sp2DK dan 

kepatuhan perpajakan di KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi 

Penerbitan Sp2DK terhadap keputusan 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib 

pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. 

Path Coefficients
Mean, STDEV, T-Values, P-Values

Original  

Sample (O)

Sample Mean 

(M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Pemeriksaan KPP Memoderasi  Penerbitan 

Sp2DK -> Kepatuhan & Kewajiban

Pemeriksaan thdp KPP -> Kepatuhan & 

Kewajiban

Penerbitan Sp2DK_ -> Kepatuhan & 

Kewajiban

Pemeriksaan KPP - Penerbitan Sp2DK -> 

Kepatuhan & Kewajiban

0,025 0,025 0,012 2,090

-0,021 -0,020 0,054 0,389

1,037 1,036 0,045 23,164

1,021 0,220 0,054 2,389

0,037

0,000

0,002

0,697
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dengan nilai P Values 0.037 < 0,05 dan 

menunjukkan hasil perhitungan t-statistik  

2.090 > 1.96, menunjukkan bahwa variabel 

Pemeriksaan terhadap KPP memoderasi 

Penerbitan Sp2DK berpengaruh secara 

positif, terhadap kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak di KPP Pratama 

Cicadas Kota Bandung. Dengan demikian, 

hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. 

hasil pengujian hipotesis pada Pemeriksaan 

terhadap KPP memoderasi Penerbitan 

Sp2DK perpengaruh pada kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak, 

responden merasa faktor Pemeriksaan 

terhadap KPP memoderasi Penerbitan 

Sp2DK dapat membantu dalam menunjang 

keputusan kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak. 

Hasil pengujian hipotesis di atas di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo dan Wulandari (2018), penerbitan 

Sp2DK memiliki dampak positif terhadap 

kepatuhan perpajakan, terutama ketika 

diikuti oleh pemeriksaan pajak yang efektif. 

Pemeriksaan pajak yang intensif dan 

sistematis membantu mengidentifikasi 

ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak 

untuk lebih kooperatif dan akurat dalam 

pelaporan pajak mereka. 

H4 : Penerbitan Sp2DK dan Pemeriksaan 

pajak secara simultan memiliki dampak 

positif terhadap kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak di 

KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Pemeriksaan terhadap KPP dan Penerbitan 

Sp2DK secara simultan bedampak positif 

terhadap keputusan kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP 

Pratama Cicadas Kota Bandung. dengan nilai 

P Values 0.002 < 0,05 dan menunjukkan hasil 

perhitungan t-statistik  2.389 > 1.96, 

menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan 

terhadap KPP dan Penerbitan Sp2DK secara 

simultan berpengaruh secara positif, terhadap 

kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib 

pajak di KPP Pratama Cicadas Kota Bandung. 

Dengan demikian, hipotesis 4 dalam 

penelitian ini diterima. hasil pengujian 

hipotesis pada Pemeriksaan terhadap KPP 

dan Penerbitan Sp2DK secara simultan 

bedampak positif pada kepatuhan dan 

Kewajiban perpajakan wajib pajak, 

responden merasa faktor Pemeriksaan 

terhadap KPP memoderasi Penerbitan 

Sp2DK dapat membantu dalam menunjang 

keputusan kepatuhan dan Kewajiban 

perpajakan wajib pajak. 

Pemeriksaan terhadap Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dan penerbitan Surat 

Permintaan Penjelasan Dan Keterangan 

(Sp2Dk) secara simultan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap kewajiban dan 

kepatuhan perpajakan. Pendekatan ini 

memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) untuk mengoptimalkan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

oleh wajib pajak melalui dua jalur yang 

saling melengkapi. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Pemeriksaat Terhadap KPP dan Penerbitan 

Sp2Dk terhadap kewajiban dan kepatuhan 

perpajakan dengan nilai P Values 0.002 < 

0,05 dan menunjukkan hasil perhitungan t-

statistik 2.389 > 1.96, hal ini menunjukkan 

bahwa responden merasa faktor Penerbitan 

Sp2DK dapat membantu dalam menunjang 

kewajiban dan kepatuhan perpajakan. 

Pertama, pemeriksaan KPP yang 

dimoderasi memastikan bahwa proses 
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pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan 

secara adil, proporsional, dan berdasarkan 

pada standar yang telah ditetapkan. Hal ini 

tidak hanya memastikan kepatuhan wajib 

pajak secara objektif, tetapi juga membangun 

kepercayaan publik terhadap integritas 

sistem perpajakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kedua, penerbitan Sp2Dk menjadi 

instrumen yang penting dalam meminta 

klarifikasi atau penjelasan tambahan dari 

wajib pajak terkait dengan pelaporan mereka. 

Langkah ini memfasilitasi dialog yang lebih 

terbuka antara DJP dan wajib pajak, yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan 

pemahaman tentang kewajiban perpajakan 

dan meminimalkan potensi kesalahan atau 

ketidaksesuaian. 

Dengan menerapkan kedua pendekatan 

ini secara simultan, DJP dapat 

memaksimalkan efektivitas dalam 

menegakkan hukum perpajakan, 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, 

serta memperkuat fondasi bagi sistem 

perpajakan yang lebih transparan dan 

akuntabel. Ini penting untuk menciptakan 

lingkungan perpajakan yang kondusif bagi 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

dan stabilitas fiskal negara. 

Saran 

1. Bagi Responden (Wajib Pajak) 

Memahami Pentingnya Respon yang 

Tepat, Menanggapi Sp2Dk dengan tepat 

waktu dan menyediakan informasi yang jelas 

dan lengkap adalah kunci untuk 

meminimalkan potensi konflik atau 

ketidaksesuaian. 

Kolaborasi dengan DJP, Melihat 

Sp2Dk sebagai kesempatan untuk 

berkomunikasi langsung dengan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki 

pemahaman tentang kewajiban perpajakan 

dan meningkatkan kepatuhan. 

2. Bagi KPP Pratama Cicadas Kota 

Bandung 

Menerapkan Pemeriksaan yang 

Proporsional, Memastikan bahwa 

pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan 

secara adil dan berdasarkan prinsip kehati-

hatian, tanpa memberatkan atau merugikan 

wajib pajak. 

Penyempurnaan Proses, Menggunakan 

hasil pemeriksaan untuk terus meningkatkan 

proses pelayanan kepada wajib pajak dan 

memastikan konsistensi dalam penegakan 

aturan perpajakan. 

3. Bagi Peneliti 

Konteks Lokal yang Lebih Mendalam, 

Melakukan studi lebih lanjut tentang konteks 

spesifik KPP Pratama Cicadas Kota Bandung 

untuk memahami faktor-faktor lokal yang 

mempengaruhi kepatuhan dan kewajiban 

perpajakan. 

Analisis Dampak jangka panjang, 

Menganalisis dampak jangka panjang dari 

penerbitan Sp2Dk dan moderasi pemeriksaan 

terhadap kepatuhan perpajakan, serta 

implikasinya terhadap efektivitas 

administrasi perpajakan di tingkat lokal. 

4. Bagi Pembaca (Stakeholder dan 

Masyarakat Umum) 

Pemahaman Lebih Lanjut, 

Memperoleh pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana penerbitan Sp2Dk dan 

moderasi pemeriksaan dapat mempengaruhi 

kepatuhan perpajakan dan integritas sistem 

perpajakan secara keseluruhan. 

Partisipasi dalam Proses, Menyadari 

peran penting masing-masing pihak dalam 

menjaga kepatuhan perpajakan dan 

mendukung upaya untuk meningkatkan 

transparansi dan keadilan dalam administrasi 

perpajakan. 
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Harapan besar bagi peneliti untuk dapat 

memberikan arahan praktis bagi berbagai 

pihak terkait untuk berkontribusi dalam 

memperbaiki dan memperkuat sistem 

perpajakan yang lebih efektif dan adill. 
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